PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 74 TAHUN 2008

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepaia Daerah mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 ( enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir;




Mengingat

bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2007;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan ILembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran NegaraRepub!ik Indonesia Nomor 3369);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia-Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang hersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

I1.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Iembaran Negara Republik Ind onesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor § Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4090);



14,

15,

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 38);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Badan Layanar Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambaiian i.embaran Negara Kepublik Indonesia Nomor 4502),

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053 );

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 );

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lemba ran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); _

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi KeuaNgan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 );

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577 );



23.

24,

25,

26.

217.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Mim‘mfﬂ
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (I',embar an
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pegeloaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Fontianak Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah Kota
Pontianak Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Seri A Nomor 1)

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Pontianak Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2007 Seri A Nomor 3)



Menetapkan |

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan
WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN AN GGARAN 2007

Pasal 1

(1)  Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat ;

a.  Laporan realisasi anggaran;

b. Neraca;

¢. Laporan arus kas; dan

d. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan kinerja dan khtisar laporan
keuangan badan usaha milik daerah/Perusahaan . '



Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun anggaran 2007sebagai berikut :

a. Pendapatan ......................... Rp 556.515.008.922,17
b. Belanja  ......................l Rp 537.263.364.221,66
Surplus/defisit ......................... Rp 19.251.644.700,51
c. Pembiayaan ............................
- Penerimaan............vevuvinennnnn Rp 11.395.496.880,60
- Pengeluaran ......................... Rp 2.603.958.638,80

Rp 8.791.538.241.80

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

(1)  Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp 20.760.783698.31)
dengan rincian sebagai berikut ; ' s
a. Angaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 577.275.792.620,48
b. Realisasi...............ccoooeeerruiens o, Rp. 556.515.008.922,17
Selisih lebih / (kurang) (Rp. 20.760783698.31)



dengan rincian sebagai berikut :

dengan sebagai berikut :
b. Realisasi
Selisih lebih/(kurang)
(4)  Selisih anggaran dengan dengan realisasi
dengan rincian sebagai berikut:

setelah perubahan
b Realisasi

Selisih lebih/(kurang)

o N T e s

(2)  Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

a. Angaran belanja setelah perubahan

a. Surplus / deficit setelah perubahan

a. Anggaran penerimaan pembiayaan

(Rp 48.603.925.279,42)

Rp. 585.867.289.501,08

b. Realisasi Rp. 537.263.364.221,66
Selisih lebih/(kurang) (Rp. 48.603.925.279,42)
(3)  Realisasi anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 27.843.141.581,11

Rp( 8.591.496.880,60)
Rp.19.251.664.700,51

Rp 27.843.141.581,11

penerimaan pembiayé@n sejumlah  Rp 0,00

Rp 11.395.496.880,60
Rp. 11.395.496.880,60

¥

Rp. 0,00



(5)  Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp
dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan '
setelah perubahan Rp  2.804.000.000,00

b. Realisasi Rp. 2.603.958.241,80
Selisih lebih/(kurang) (Rp
(6)  Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp

dengan rincian sebagai berikut : !
a. . Anggaran pengeluaran pembiayaan ;

setelah perubahan Rp 8.591.496.880,60

b. Realisasi Rp. 8.791.538.241,80
Selisih lebih/(kurang) Rp.

200.041.361,20)

200.041.361.20)

200.041.361,20

200.041.361,20



Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2007 sebagai berikut :

a. Jumlah asset Rp 1.271.705.172.490,82

b. Jumlah kewajiban Rp 10.258.575.223,58

c. Jumlah ekuitas dana Rp 1.261.446.597.267,24
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf ¢ untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2007 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2007 Rp 10.936.219.888,60

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp 165.537.567.100,49

c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan Rp (146.285.922.399,98)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp ( 2.144.681.646,80)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp 1.333.789.591,00 ;
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2007 Rp  29.387.593.033,31



a. Lampiran I
Lampiran I. 1

Lampiran I. 2
Lampiran I. 3
Lampiran I. 4
Lampiran I. 5
Lampiran I. 6

Lampiran I. 7
Lampiran I. 8

Catatan atas laporan keuangan seba
secara kuantitatif maupun kualitatif

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD seba
Daerah ini, terdi:i dar; :

Pasal 6

gaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun Anggaran 2007 memuat informasi baik
Atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Laporan realisasi anggaran _

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan
daerah dan organisasi; ° :

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi  realisasi anggaran belanja derah menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;

Daftar Piutang Daerah

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah ;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya;

R R S A S B AP Rl

gaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan




Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun Anggaran 2007 memuat informasi baik
secara kuantitatif maupun kualitatif Atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan
Daerah ini, terdi:i dar; :

a.  Lampiran I : Laporan realisasi anggaran 7

Lampiran I. 1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan
daerah dan organisasi;

Lampiran I. 2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I. 3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja derah menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;

Lampiran I. 4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan

keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;

Lampiran I. 5 - Daftar Piutang Daerah

Lampiran 1. 6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah

Lampiran I. 7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah ;
Lampiran I. 8 . Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya;




———

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Pontianak

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 22 Sepetember 2008

WALIKOTA PONTIANAK

; _ dw/H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
padatanggal 22-September 2008

—
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